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KATA PENGANTAR

Svukur  Alhamdulillah buku vang berjudul “Profesionalitas
Pegawalr Negeri Sipil. Dalam Penempatan  Jabatan  Berbasis  Merit
Svstem,” buku ini telah dapat diselesmkan dengan maksimal. Penulis
berharap buku ini dapat bermanfaat bagi Kita semua yang membacanya.

Bagi mereka vang bekerja untuk pemenntah disebut dengan
aparatur.  Aparatur  pemenntah  ini merupakan  suatu profesi vang
mengganti pengertian pegawal yang sebelumnya telah lama digunakan,
PNS adalah aparaur pemenntah yvang bertugas membenkan pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan adil. Kelancaran
pelaksanaan  pemernintahan  tergantung  kesempumaan  PNS  sebagai
aparatur pemenntah. Pada hakikatnya bahwa dalam rangka pelaksanaan
cita-cita bangsa dan mewujudkan wjuan negara sebagaimana tercantum
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tabun 1945, maka dibangun PNS vyang mempunyai iniegritas,
profesional, netral dan bebas dan intervensi politik, bersih dan praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme, sena mampu  menyelenggarakan
pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai
perckat persatuan dan  kesatwan bangsa berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pegawar Negen Sipil vang akan menduduki jabatan  harus
ditempatkan dengan posisi dan peranannya yang lebih jelas. Seorang
Pegawai Negen Sipil dalam penempatan jabatan bisa  melakukan
pekerjaannya secara berdaya guna dan berhasil guna apabila mengetahui
posisinya sesuai dengan kompetensinya, Dengan Kata lain penempatan
harus berpegang kepada prinsip "The Right Man on The Right Place and
The Right Man on The Righe Job™ vang artinya penempatan orang-orang
vang tepat pada tempat dan untuk jabatan vang tepat.tTapi masih terdapat
beberapa hal yang menyebabkan tidak profesionalnya Pegawai Negen
Sipil, yatu ndak sesuminya (firmess) antara kemampuan yang dumlika
dengan kebutuhan tugas khususnya dalam penempatan jabatan, vang
berdampak kepada rendahnya kualitas pelayanan publik.
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Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pegawai yang
bekerja secara profesional berbasis merit system bisa menciplakan
keberhasilan pemerintah apabilah terus ditingkatkan sistem kerja aparat
pemerintah yang profesional, kinerja PNS sebagai aparatur pemerintah
yang baik, yang akan berimbas terhadap kualitas pelayanan publik yang
bisa berjalan dengan baik, dan dampaknya menimbulkan kepercayaan
masyarakat terhadap aparatur pemerintah, sehingga masyarakat mau ikut
serta dalam perencanaan pembangunan,

Penulis menyadari apa vang ditulis dalam buku ini masih jauh
dari sempurna. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat
membantu memperbaiki buku ini ke depan. Demikianlah, terima kasih
banyak penulis sampaikan,

Palembang, Januari 2022

Cholidah Utama
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengantar

Istilah negara diterjemahkan dari beberapa kata seperti
Stear (Bahasa Belanda dan Jerman), Stare (Bahasa Inggns) dan
L ‘erar (Bahasa Prancis). Kata-kata tersebut berasal dari bahasa
Latin, yaitu status atau statum yang artinva keadaan vang tegak
dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan
tetap. Kata Sratus atau Stanem lazim diartikan sebagai sranding
atau starion (kedudukan) vang dihubungkan dengan kedudukan
persekutuan  hidup manusia  sebagaimana  diartikan  dalam
istilah sratus civiras ataw status republicae. Dalam sejarahnya,
Kaisar Romawi Ulpianus juga pernah menyebut kata starwm
dalam ucapannya publicum ius est quad statum rei romanae
spectat, kendati Kata statum pada waktu itu masih berarti
konstitusi, Istilah negara juga digunakan dalam Kitab-Kitab
Fikih Sivasah Klasik yang sering dipadankan dengan imamah,
Khilafah' Imarah, Mamlakah, bilad, dan Dar. istilah-istilah ini
sering kal dipakai oleh sejumlah pemikir mushim klasik untuk
menyebut tentang negara. Penggunaannya pun tidak konsisten
pada satu istilah. di zaman modern, negara sering dipadankan
dengan 1stulah dawlah. Istilah milah yang sampai sekarang lebih
populer digunakan untuk menyebut negara. Istilah daulah oleh
banyak kalangan lebih netral ketimbang istilah imamah yvang

' Cholidah Utama, 2020, flmu Negara, Palembang Noerfikri Offset,
him. 23.
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sering merujuk pada mazhab Syi'ah dan khilafah yang
seringkali digunakan oleh Hizbud Tahrir. Keseluruhan istilah
yang muncul dalam tradisi pemikiran politik Islam klasik
hingga modern merunjuk pada pengertian negara. “Negara
sebagai organisasi kekuasaan merupakan suatu badan hukum.
Untuk dapat melaksanakan kekuasaanya, segala seluk beluk
dan hal ikhwal kehidupan negara ini diatur oleh hukum publik.
Negara adalah suatu badan hukum publik bukan badan hukum
privat.”

Sebagai konsep yang di implementasikan dalam
kehidupan masyarakat negara memiliki banyak defenisi.
Aristoteles mendefenisikan negara sebagai sebuah persekutuan
dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-
baiknya. Aristoteles menggunakan istilah polis untuk negara
kota (ciry stare)’ vang berfungsi sebagai tempat tinggal
bersama warga negara dengan pemerintahan dan benteng untuk
menjaga keamanan dan serangan musuh, menurut aristoteles
negara terjadi berkata adanya sifat kodrati setiap individu untuk
hidup bersama. Ini secara tidak langsung telah menjelaskan
bahwa manusia bukan semata mata makhluk yang mempunyai
rasio dan berdasarkan itu mampu saling mengerti dan
berdiskusi untuk mencapai kesejahteraan bersama, 2

Sedangkan menurut Plato negara adalah entitas yang
terdiri dari bagian-bagian yang saling melengkapi dan saling

* Ahmad Sukardja, 2014, Heukwm Tata Negara dan Hukim Administrasi
Negara dalam Perspekaif, Fikih

Sivasah, Jakarta, Sinar Grafika. him, 38 .

T Ridwan, 2018, Hukum Kepegawaian, Yogyakarta, UIl Press,
hlm.5.
" * Cholidah Utama, 2020, M Negara, Op.Cir, hlm.38.

Ahmad Sukardja, 2014, Hukum Tata Negara dan Hukwm Administrasi

Negara dalam Persfekiif Figih Sivasah, Op. Cir him. 40
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tergantung dan bertindak bersama-sama dalam mengejar tujuan
bersama. Dua  filosof im1 mendefinisikan negara dalam
pengertian  substantifnya dengan tidak menggandengkan
dengan agama. Dengan kata lain, negara dan agama tidak
disatukan karena negara bukan entitas vang berasl darn Tuhan.
Negara adalah kreativitas dari kebutuhan manusia dalam
mengelolah kehidupannya.”

Tupuan adalah mengumpamakannya adanya sasaran
yvang hendak dicapai yang terlebih dahulu sudah ditetapkan.
Tujuan menunjukkan dunia-cita, yakni swvasana ideal yang
harus dijelmakan. Tujuan menjadi idea yang statis, kalau ia
sudah ditetapkan, Tujuan bersifat abstrak dan wdil. Fungsi
sebaliknya menunjukkan keadaan gerak, aktivitas dan termasuk
dalam  svatw  Kenyataan.  Fungsi  adalah  pelaksanaan,
pelaksanaan daripada tujuan yang hendak dicapai, fungsi
adalah ril dan konkrit, tujuan tanpa fungsi adalah steril, fungsi
tanpa wjuan adalah mustahil, dalam bidang perindustrian
misalnya fungsi industri adalah produksi barang-barang yvang
diinginkan konsumen, tujuannya adalah memperoleh laba yang
sebesar-besarnya. Dalam hubungannya dengan negara, tujuan
menunjukkan apa yang secara idiil hendak dicapai oleh negara
iy, sedangkan fungsi ialah pelaksanaan cita-cita itu dalam
kenyataan. ' Untuk mencapai tujuan negara, maka tiap manusia
perlu bernegara, negara adalah svatu alat untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu.” Tujuan suatu negara antara lain:

I. Untuk memperluas kekuasaan semata-mata
2. Untuk menyelenggarakan ketertiban umum

B "
Ihid, him. 41.
Usjwara, 1982, Pengantar Bmu pelitik, Bandung, Bina Cipta, hlm.
162.
"Huauruk, 1983, Asas-asas lrm Negara, Jakana, Erlangga, hlm, 56.
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3. Untuk mencapai kesejahteraan umum.”

Mengenai tujuan negara ada beberapa ajaran antara
lain:

a. Ajaran Plato
Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia,
sebagai perseorangan dan sebagai makhluk sosial.

b. Ajaran Negara Polisi, diprakarasai oleh Kant, Negara
bertujuan mengatur semata-mata keamanan dan ketertiban
dalam negara.

¢. Negara Hukum, Negara bertujuan menyelenggarakan
ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada
hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat
pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang
tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya
hukumlah yang berkuasa dalam negara itu.

d. Negara Kesejahteraan (Welfare State/social service state),
Negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Dan hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang
dibentuk  manusia  untuk  mencapai  tujuan  bersama,
kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. "

e. Teon Dante Allegheire, tujuan negara adalah menciptakan
perdamaian  dunia  bukanlah semata-mata  menghimpun
kekuasaan. kekuasaan sebaiknya terpusat pada seorang
monarki  sehingga  perdamaian  dan  keamanan dapat
terjamin, "’

“Kansil, 1985, Sistem pemerintahan Indonesia, Jakarta, Aksara Baru,
him. 15.

“Ibid, hlm. 16

"'Cholidah Utama, 2020, fimu Negara, Palembang, 2p. Cir,, him. 56.
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Tujuan negara menurut Plato adalah memajukan
kesusilaan sebagai perseorangan dan makhluk sosial. Negara
menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu
mewujudkan profesionalitas penempatan Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan berdasarkan asas profesionalitas  untuk
mewujudkan pelayanan publik.

Sebagai suatu badan hukum negara mempunyai tujuan
tertentu yang akan dicapai. Tujuan Negara menurut Ajaran
Plato bahwa “Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan
manusia, sebagai perseorangan dan sebagai makhluk sosial,'™”
Tujuan negara harus diwujudkan, jika tidak maka negara tidak
dapat menjelmakan tujuan 1w dalam kenyataannya. Tujuan
negara biasanya tercantum dalam konstitusi dasar negara yang
bersangkutan. Seperti di Indonesia dimana tujuan Negara
Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUDNRI
Tahun 1945 (alinea ke - IV). menurut Sjahran Basah negara
dalah semua kaedah vang merupakan sarana hukum untuk
mencapai tujuan Negara Indonesia dapat dilihat pada alinea ke
empat UUDNRI 1945 yang terdin dan empat tujuan negara
dan satu tujuan akhir negara, yvaitu:

1. Tujuan perlindungan
2. Tujuan Kesejahteran
3. Tujuan Pencerdasan

4. Tujuan Kedamaian,"

Keempat tujuan negara ini dikemudian menuju ke satu
tujuan negara akhir, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil
dan makmur, Tujuan negara ini hanya bisa dicapai dengan

12 .
Tl
YaAlinea ke-IV Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,
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adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan
perencanaan yang matang, realistk, terarah, dan terpadu,
bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan  berhasil
guna. & Tujuan pembangunan nasional ini adalah untuk
membentuk satu masyarakat adil dan makmur, vang tidak lain
adalah tujuan akhir Negara Indonesia, seimbang material dan
spiritual berdasarkan pancasilah di wilayah Negara Kesatuan
Negara Indonesia.”” Tujuan negara tersebut diperlukan sarana-
sarana tertentu. Sarana-sarana in1 dapat berbentuk manusia dan
sarana berbentuk benda, seperti benda bergerak, benda tetap
dan modal/uang.'®

Tujuan Negara Republik Indonesia tertwang dalam
alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan negara yaitu
kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan
negara Indonesia vang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial maka  disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia 1tu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia.

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh
negara dalam menyelenggarakan kesejahieraan masyarakat dan
kepentingan negara, yang mana  Kesejahteraan  masyarakat
merupakan salah satu tujuan yang terkandung di dalam Alinea ke-4
pembukaan UUD 1945, Secara teontik dan prakuk terdapat
perbedaan antara pemenntah dengan pemenintahan, pemerintah

UMahfud MD, 1988, Hukum Kepegawaian Indonesia, Yogvakarta,
Liberty, him. 2

" Ihid.,

"Ridwan. 2018, Hukumn Kepegawaian, Yogyakarta, ULl Press.
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ialah organ/alat atau aparat vang menjalankan pemerintahan,
sedangkan pemerintahan adalah bestunrvoering atan pelaksanaan
tugas pemcrimuh.”

Tugas pemenntah sebaga aparatur adalah  memberikan
pelayanan yang baik terhadap kepentingan rakyat dan masyarakat
secara profesional, vaitu berdasarkan keterampilan, pengalaman,
dan keahlian, untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat atau
kehendak rakyat. Bukanlah sebaliknva rakyat mengabdi kepada
kepentingan aparatur pemerintah,

Aparatur pemerintah yang baik sangat menentukan kualitas
pelavanan kepada masvarakat dengan baik juga, Hal ini akan
berpengaruh  pada  kualitas  penvelenggaraan  pemerintahan
khususnya yang berkaitan dengan pelayanan. Aparatur pemerintah
sesungguhnya adalah public servant (pelayvanan publik) yang wajib
memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat
sebagm  pelanggan, Rendahnva Kkinerja aparatur  pemenntah
akibatnya menimbulkan rendahnya kualitas pelayanan  publik,
Karena 1u, perubahan pengaturan dalam sistem kerja aparatur
pemenintah, aparatur pemerintah harus selalu dilakukan untuk
menghasilkan aparatur pemerintah yang profesional, sehingga
bisa mewujudkan aparatur pemerintah yang diinginkan bagi
masyarakat yvang dilayani. Aparatur pemerintah bukan hanva
sebagai abdi negara tetapi juga sebagai abdi masyarakat, karena
yvang dimilar dan dirasakan oleh masyarakat adalah pelayanan
publiknya. Aparatur pemerintah yang menentukann kelancaran
pelaksanaan, tugas pemerntah dilaksanakan oleh Pegawa
Negeri Sipil. Bagi mereka vang bekerja untuk pemerintah
disebut dengan aparatur. Aparatur pemerintah ini merupakan
suatu  profesi vang mengganti  pengertian pegawal  yang

"Ridwan HR, 2014, Hukwnm Adminisirasi Negara, Cik ke-12,
Jakarta, Rmawah Pers, hlm.23.
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sebelumnya yang telah lama digunakan. Aparatur Sipil Negara
yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai
Negen Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
yang bekerja pada instansi [.‘I-EI'I'IETiI'llﬂh,IH Pegawai yang bekerja
untuk pemerintah kini disebut dengan pegawai Aparatur Sipil
Negara.

Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang diangkat
oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara
lainnya  dan  digaji  berdasarkan peraturan  perundang-
undangan.” Mencermati hal tersebut, jelas bahwa profesi
Aparatur Sipil Negara terbagi dalam 2 (dua) kategori Pegawai
Negeri Sipil dan PPPK (P3K), keberadaan Aparatur Sipil
Negara merupakan istilah baru vyang dimunculkan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara untuk mengakomodir 2 (dua) profesi yang bekerja
dalam instansi pemerintah, baik dipusat maupun di daerah.

Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur pemerintah yang
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara profesional, jujur, dan adil. Kelancaran pelaksanaan
pemerintahan tergantung kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil
sebagal aparatur pemerintah. Pegawai Negeri Sipil menurut
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh

"Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara

wSUf-'l-li-h}"U Triatmodjo, 1983, Hukum Kepegawaian (Mengenai
Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil), Jakarta, Ghalia
Indonesia, hlm, 18,
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pejabat  pembina kepegawalan untuk menduduki jabatan
pemenntahan.  Aparatur Sipil Negara adalah  profesi bagi
Pegawai  Negeri Sipil dan  Pegawai Pemerimah  dengan
Perjanjian Kerja vang bekerja pada instansi pemerintah,

Pelaksanaan m:mujemen:" Pegawai Negeri Sipil
Profesional disini disebut juga dengan kompeten, seseorang
yvang kompeten adalah  yang memiliki  kemampuan,
pengetahuan, keahlian untuk melakukan sesuatu secara efekuf
dan efisien. Keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam
penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki posisi
yvang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat
terganiung kepada kompetens: yvang dimiliki dan dikvasai oleh
Mengapa Pegawai Negeni Sipil harus memiliki kompetensi,
Karena tuntutan:

I. Tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab
yang harus dilaksanakan, yaitu membenkan pelayanan
publik;

2. Pelaksanaan  kepemenntahan  vang  baik  (Good
Crovernance);

3. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan
strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal
organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi;

:“Mun:u-:lnun adalah  sustu keahlian  untuk  merencanakan,
melaksanakan, dan mengawasi penggunaan sumber daya secara efekuif serta
ehisien dalam rangka pencapal suatu twjuan, Jadi manajemen merupakan
proses perencansan dan  pelaksanaan Kegiatan guna  mencapail  (ujuan
organisasi dan bekerjn sama dengan orang lain serta sumber dava vang
dimiliki organisasi tersebut. Menurm pendapat Follet, manajemen adalah
sehagai suatu seni yang tiap-tiap pekerjaan dapat diselesaikan melalui orang
lain, dalam Kadarisman, 2018, Manajemen Aparamr Sipil Negara, Depok,
PT. Raja Grafindo Persada. hlm.4.
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4, Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era
globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa di
tolak dan dicegah lagi;

5. Pelaksanaan otonomi daerah, *'

Terdapat pengaruh antara profesionalitas Kerja Pegawai
Negeri Sipil terhadap kualitas pelayanan publik vang ada,
Pelavanan publik terkait erat fungsi Pegawai Negeri Sipil
sebagai aparatur pemernntah. Osborme dan Plastik menyatakan
bahwa ada lima hal yang berpengaruh terhadap Kinerja
pelayanan  publik, wyaitu misi, akuntabilitas, konsekuensi,
kekuasaan, dan budava. Kelima subsistem tersebut akan saling
mempengaruhi dalam membentuk perilaku
p::guwui.”l(utumuun tentang Pelayanan Publik diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

Dalam menyelenggarakan urusan  pemerintahannya
profesionalisme kerja pegawai bisa menciptakan keberhasilan
pemerintah apabilah terus ditingkatkan sistem kerja aparat
pemerintah yang profesionalitas, Kinerja Pegawai Negeri Sipil
sebagai aparatur pemerintah yang baik, yang akan berimbas
terhadap kualitas pelayanan publik yang bisa berjalan dengan
baik, dan dampaknya menimbulkan kepercavaan masvarakat
terhadap aparatur pemerintah, sehingga masyarakat mau ikut
serta dulam perencanaan pembangunan.

Salah satu wujud pelayanan kepada masvarakat, vaitu
tindakan pemerinmtah harus berdasarkan kepada Kepentingan
umum, Selain  Kepentingan  umum  dalam  tindakannya
pemenntah  harus  memberikan  perlindungan  hukum.

My
Thid,
“Mochammad Jasin.dkk, 2007, fmplementasi lavanan terpadie di
Kabupatendota, Jokarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, him, 15,
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Aminuddin mengatakan bahwa tindakan pemerintahan yang
berdasarkan atas hukum akan mewujudkan adanya jaminan
perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sehingga sisi
kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan
Negara dan rakyat sebagai subjek pemilik Negara dapat selalu
cocok satu sama lain,

Tindakan pemerintah yang harus didasarkan pada
hukum yang berlaku sebagai ciri negara hukum, dan juga harus
dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan
umum sehingga dapat terwujudnya keadilan™ bagi rakyat.
Menurut pendapat Budiman dalam praktek vang dikutif oleh
Zairin Harahap bahwa tidak jarang istilah-istilah  demi
kepentingan umum, pembangunan untuk  Kepentingan
mu.h:1».-'11r:1|:ul.EJI

B. Profesionalitas Aparatur Pemerintah
Berdasarkan Pasal 3 (d) dan (e) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai

“Menurut Suri Ratnapala yang dikutip oleh Panggabean bahwa
konsep Keadilan secara umum yang tumbuh dalam masyarakat adalah
keadilan menurt hukum dan keadilan berasal dari hukum, misalnya
seorang warga negara menuntut kepengadilan untuk mencan keadilan demi
equality before the law. Berarti ada hak warga negara untuk mendapat
keadilan dalam hukum dan konsep keadilan seperti ini seperti yang disebut
keadilan menurut hukum atau legal jusiice. Sedangkan konsep keadilan
vang berasal dari hukum adalah Kkeadilan vang bersifal abstrak dan
impersonal diciptakan oleh hukum it sendin, sera wjuan pencapaannya
tidak mengarah pada suatu hal tenentu sepert distribusi kekayaan, misalnya
hukum pidana mengatur perbuatan melawan hukum, seperti pembunuhan,
pencurian, dan lain-lain yang menyebabkan kerugian pada orang sebaga
korban dan hana kekayaan datur. Dalam Panggabean, Penerapan Teori
Hukum dalam Sistem Peracdilan Indonesia, PT. Bandung, Alumni, 2014,
him. 244

“HFairin Harahap, 2000, Hukum Acara Peradifon Taro  Ulsala
Negara Edisi Revisi, Jakanta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.
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profesi berlandaskan pada prinsip tanggung jawab pada
pelayanan publik  adalah: *...... d. kompetensi©  yang
diperlukan sesuai dengan bidang tugas: e.  kualifikasi
akademik......." Artinya Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya di suvatu instansi
diharapkan bekerja secara profesional, profesional disini dalam
arti Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah harus
kompetens sesuai dengan tugasnya, Karena kompeten atau
tidaknya seorang Pegawai Negerni Sipil akan berdampak kepada
kualitas pelayanan kepada masyarakat vang diberikan. Apabila
pelavanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, maka akan
menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pegawai
lersebut.

Rendahnya kinerja Pegawai Negeri Sipil yvang bekerja
pada instansi tersebut dikarenakan sistem kerja Pegawai Negeri
Sipil yang belum maksimal. Sehingga menimbulkan Kinerja
dari Pegawai Negeri Sipil yang paling sering dan mudah dinilai
dan dirasakan oleh masyarakat adalah berdampak kepada
kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pegawai Negeri
Sipil tersebut. Secara substantif, ada beberapa hal yang bisa
disebabkan tidak profesional Pegawai Negenri Sipil, khususnya
dalam penempatan jabatan, Ada beberapa contoh instansi-
instansi di daerah dalam penempatan jabatan tidak sesuai
dengan pendidikannya.

Seseorang pejabat bisa melakukan pekerjaannya secara
berdayvaguna dan berhasil guna apabila mengetahui posisinya
sesual dengan kompetensinya, Dalam  penempatan jabatan

E‘I{umpuiemi adalah  karakterisuk dan kemampuan kerja vang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesua tugas
dan‘atau fungsi jabatan berdasarkan Peraturan Kepala Kepegawaian Negara
Nomeor 7 Tahun 2013,
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karena memungkinkan mengetahui peranan dan sumbangan
pekerjaan terhadap tujuan vang inggin dicapair dalam kerja
secara keseluruhannya. Seorang pejabat vang akan menduduki
jabatan harus ditempatkan dengan posisi dan peranannya yang
lebih jelas.

Pegawai Negeri Sipil dalam penempatan jabatan juga
masih  perlu  diperhatikan  persyaratan  kesesualan  dengan
kompetensinya antara  tingkat dan  jenis  jabatan  yang
dipercayakan kepadanya. Dengan kata lain penempatan harus
berpegang kepada prinsip "The Right Man on The Right Place
and The Right Man on The Right Job" yang artinya
penempatan orang-orang yang tepat pada tempat dan untuk
Jabatan yang tepat.

Penempatan jabatan Pegawai Negeri Sipil belum
menerapkan asas profesionalitas. Berdasarkan data  yang
diperoleh penulis pada proses prasurvey di beberapa instansi
yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan, dan Provinsi Lampung, masih ditemui  adanya
penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan yang belum
sesuai dengan latar belakang pengetahuan atau pendidikan. Hal
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini,

Tabel. 1 Jabatan yang Tidak Sesuai dengan Keahlian

(Pendidikan)
L] ¥
Na. Jabatan gt et Pendidikan
Ruang
Sarpana
i. Kabid Sarana dan Praswran Pembina IVa Pendidikan
Magister Samni
2. Ka. UPTD Kebersihan Kec Pembina IV a Insinyur
Sukaram
Ka. UPTD Kebersithan Kec Penatn Muda Tk )
T Insimyur
; Sako 1 11d
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GLOSARIUM
A

Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat
oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi wgas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digap berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.
Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

B

Badan Kepagawaian Negara adalah lembaga pemenntah non
kementerian vang diberi wewenang melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara
nasional.

J

Jabatan adalah ruang lingkup pekerjaan yang dibentuk untuk
wilktu tertentu dan diberikan tugas dan wewenang berdasarkan
kemampuan seseorang. Kemampuan menunjukkan Kecakapan
atau keahlian yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan,
stapapun yang akan menduduki jabatan haruslah orang yang
memiliki Kualifikasi yang tepat sesuai dengan keahlian dan
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kecakapan, karena akan berpengaruh terhadap kualitas dari
tugas yang dilakukan oleh pemangku jabatan tersebut.

K

Komisi Aparatur Sipil Negara dibentuk untuk mewujudkan
sistem merit system (sistem kecakapan dan keahlian) dalam

kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara.

M

Merit system (sistem kecakapan/keahlian) adalah sistem yang
menekankan kepada profesionalisme bagi pengisian jabatan-
jabatan birokrasi. Seseorang.

N

Negara, Aristoteles mendefenisikan negara sebagai sebuah
persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan
sebaik-baiknya. Arstoteles menggunakan istilah polis untuk
negara kota (ciry state) yang berfungsi sebagai tempat tinggal
bersama warga negara dengan pemernintahan dan benteng untuk
menjaga keamanan dan serangan musuh, menurut aristoteles
negara terjadi berkata adanya sifat kodrati setiap individu untuk
hidup bersama.

P

Profesi adalah pekerjaan tetap pada bidang tertentu
berdasarkan keahlian khusus serta bertanggung jawab. Pekerja
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vang menjalankan profesi disebut dengan profesional, dengan
kata lain seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu.
Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan
tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan Kketerampilan
khusus vang diperoleh dan pendidikan akademis vang intensif,

Profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencarian dan
sebagai kata benda dan yang berarti orang yang mempunyai
keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya,
profesional menunjuk pada dua hal yaitu, 1) pertama, orang
vang menvandang suatu  profesi, misalnya dia  seorang
profesional. 2) Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan
pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua
ini, bahwa kata profesional dikontraskan dengan non
profesional atau amatir,

Profesionalitas adalah, mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang
merupakan cirl suatu profesi atau orang yang profesional.
Profesionalitas  bersangkutan dengan profesi, memerlukan
kepandaian khusus untuk menjalankanya, dan mengharuskan
adanya pembayaran untuk melakukanya.

Profesionalisme adalah pandangan, sikap, dan komitmen
anggota untuk bekerja berdasarkan standar/persyaratan dasar
dan kode etik profesinya. Pengertian pro
fesionalisasi  menunjuk  kepada  proses  usaha  untuk
mengembangkan dan menjadikan suatu  pekerjaan  agar
memenuhi syarat sebagai profesi penuh.

Penempatan adalah proses, cara, perbuatan menempati atau
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menempatkan, Penempatan adalah menepati seseorang di
posisi  kerja sesuai  dengan keahliannya atau  Kkecakapan
seseorang karena dipilih dan diangkat berdasarkan kebutuhan

dalam suatu organisasi.

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai PNS
secara ftetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai PNS adalah profesi
bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
Kedudukan dan peranan dari PNS dalam setiap organisasi
pemerintahan sangatlah menentukan, sebab PNS merupakan
tulang  punggung  pemerintahan  dalam  melaksanakan

pembangunan nasional.

Pelayanana Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuban kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui
aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang
senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat  yang
mempunyai  kewenangan  menetapkan  pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawm  Aparatur  Sipil
Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di
instansi - pemerintahan  sesual  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan
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Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di
instansi - pemerintahan  sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan

158

Penyelenggaraan Negara adalah  pejubat  negara vang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atan yudikatf dan
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyclenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-uncdangan yang berlaku,
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